BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat di ambil kesimpulan
bahwa Defisit Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menetapkan defisit APBD tidak sesuali
dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang batas maksimal defisit
anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan
setiap tahunnya tahun anggaran 2015-2019, dimana tahun 2015 defisit
anggaran sebesar 8,03%, tahun 2016 defisit anggaran sebesar 4,76%, tahun
2017 defisit anggaran sebesar 3,64%, tahun 2018 defisit anggaran sebesar
3,80%, dan tahun 2019 defisit anggaran sebesar 4,10%.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjdinya defisit anggaran pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2015-2019
yaitu penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah, penetapan terget
belanja melampui pendapatan daerah dan daya beli masyarakat yang
rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber PAD tetapi hanya
sedikit yang bisa diandalkan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
pemeritah daerah dan ekonomi masyarakat yang rendahnya ekonomi
masyarakat dan dampak defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2015- 2019 adalah adanya
program atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dan penundaan dana

transfer. Hal ini disebabkan oleh karena hampir semua program atau
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3.

kegiatan ini di biayai oleh APBD dan pemeritah daerah yang mengalami
defisit anggaran tetapi tidak melaporkan kepada Kementrian Keuangan.
Dampak lain dari defisit anggaran yaitu nilai SiLPA setiap tahunnya akan
berkurang, hal ini dikarenakan jika setiap tahun Pemerintah Daerah
mengalami defisit anggaran maka akan menggunakan SiLPA untuk menutupi
defisit anggaran tersebut. Dan penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Hal
ini disebabkan dari harga barang yang setiap tahunnya bertambah.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam
mengatasi/mengurangi defisit anggaran adalah mengurangi belanja,

melakukan pinjaman daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis defisit anggaran pada

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015-2019, maka

saran yang diberikan penulis adalah:

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu perlu melakukan upaya yang optimal
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sumber pajak daerah,
retribusi daerah, maupun sumber pendapatan asli daerah lainnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika mengalami defisit anggaran dan
melampaui batas maksimal defisit anggaran, pemerintah daerah segera
diharapkan melaporkan ke Kementerian Keuangan agar tidak ditunda
penyaluran dana transfer.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu perlu mengurangi program atau
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kegiatan tidak bersifat prioritas seperti mengurangi jumlah perjalanan dinas
atau belanja barang yang tidak di prioritaskan (jika tidak terlalu dibutuhkan)
dan juga mengurangi pengeluaran non prioritas lainnya.

. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jangan hanya mengandalakan SiLPA
dalam menutupi defisit anggaran tetapi perlu mencari pos pembiayaan lain
selain menggunakan SiLPA, seperti melakukan pinjaman daerah dan lain-

lain.
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